
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN I.ANJUT USIA

YANG RESPONSIF GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI{A ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa warga Negara Republik Indonesia yang sudah

lanjut usia mempunyai hak yalg sama untuk

mendapatkan pelayanan dan perlindr:-ngan sosial agar

mereka daPat mewujudkan dan memiliki taral hidup

yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara;

b- bahwa sebagai sala-h satu upaya yar4i dilakukan

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk

membcrikan perlindungan laljut usia 1lang Responsif

Gender adalah melalui Rencana Aksi Daerah;

c. bahwa bcrdaSarkan p€rtimbangan sebagaimala

dimaksud dalam huruf a dan hurrf b, perlu

mcnetapakan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi

Daerah Perlindungan Lanjut Usia Yang Responsif

Gender.

Menimbang : 1. Undang=Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat Il dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (L€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambalan

Imbarart Negara Republik Indonesia Tahun 1821);

trsr'



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang

Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Nega.ra

Republik lndonesia Tahun 1098 Nomor 190.

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3796);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hal<

Asasi Manusia (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahu! 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran NeBara

Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undarg Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (L€mbararl Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undarg Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang

7.

Kesejahteraan Sosial (kmbaran Negara Republik

Indoncsia Tahun 2OO9 Nomor l2,Aambaharr

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (I,embararl Negara Reublik Indonesia

Tahun 2O09 Nomor 144, Tambahan Irmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5O63);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana rchh diubah beberapa ka.li terakhir

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 t€ntang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan kmbaran Republik Indonesia Nomor

s679);

3.

4.

3

6.

PAMF KOORDINASI



9.

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang

Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahterasn Sosisl

Irnjut Usia (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 144 Tembahan L€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4451);

Peraturan Menteri Negara Pembertlayaan Fereopuan

dan Perlindunggn Anak Nomor 24 Tahun 2010

tcntang Modcl PcrtindurSgn PctcmPuan Lanjut uiia
yang Responsip Gcnder;

Peraturan Daerah Nomor 1O Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Ferangkat Daerah

l(abupaten Musi Rswas (Lembaran Daerah l(abupaten

Musi Rawas Tahun 2016 Nomor l0);

MEMI,IIUSKAN:

PERATURAN BI'PATI MUSI RAWAS TENTANG RENCANA

AKSI DAERAH PERUNDUNGAN I.ANJUT USIA YANG

RESPONSIF GENDER .

BAB I

KETENTUAN I'MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengian :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas

2. Pemerintah Kabupa.ten adalah Pemerintah KabuPaten

MuEi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Rencsna Atsi Daerah adalah pmgram daerah yang

dijadikan acuan bersama pemerintah dan masyaral<at

untuk memberikan perlindungan lrepada Lanjut Usia.

Menetapkan :

o
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5.

6.

8.

9.

10.

7_

1l_

Perlindungan Lanjut UBia adalah segala upaya yang

ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi

Lanjut U6ia.

organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah

di Ling)<ungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas'

Laajut usia adalah seseorang yang telah mencapai

usia 60 ( enam puluh) tahun ke atas.

Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih

mampu mel,akukan pekerjaan dan/atau kegiatan

yang dapat menghasilkan bararg dan/ atau jasa'

Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang

tidak berdaya mencari nalkah Eehingga hidupnya

bergantung pada bantuan orang lain.

Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah

dan/atau masyarakat untuk memberikan

kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak

potensial agar dapat mewujudkan dal menikmati

taral hidup yang wajar.

Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan

yang bcrsifat tidak tetFf a8ar lanjut usia potcnsial

dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya'

Akxsibititas adalah kemudahan untuk memperoleh

da-n menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas

bagi lanjut usia untuk memperlancar mobilitaB lanjut

usia,

Masyarakat adalah peroraagan, keluarga, kelompok

dan organisasi sosial dan/atau organisasi

k€masyatakatao.

t2.

I3.
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BAB II

RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mcrupakan Rcncana Aksi

Daerah scbagei panduen bagi instansi

pomerintah/non P€Bsriniah dalarn upaya

Perlindungan r,anjut Usia yang ref,onsif gendcr.

Rencana. AkBi Da3rah Eebagaimana dlnak8ua paaa

ayat (1) tcrcantum dalam Ismpimn, yang meruPakan

bagian tidak tsrPisahkan dari Perahrran Bupati ini'

Pas€l 3

R€trcana Akai Da€rah sebageimana dimaksud dalsm

Pasal 2 disusun dengan tujuan untuk menjamin

p€rlindungian tsrhadaP Laqiut usia yeng r6onaif gpndcr'

EAB III

PET,AKSANAAN PERUNDUNGAN

TtsRHADAP LANJUT USIA

Pasal 4

Upeya Pcrlindungan terhadap lanrjut Usia dilaLsarralrcrt

oleh dan menjadi tanSSurg jawab Fencrintefr dan

Masyarakat.

Pasal 5

Pelahanaan Upaya Pcningkatan l{csejahteraan Sosial

Lanjut UBia dilaksBnsl€n s€rq:.a t€rkoordinasi antar OPD

dan masyarakat.

o
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Pasai 6

Rencana Aksi Daerah dalam Upaya Peningkatan

Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia meliputi antara Lain:

Bidang Mental Spiritual, Bidang Kcsehatan, Bidang

Ekonomi, Bidang Pendidikan , Bidang Sosial Bidang

Budaya, Bidarg Lingkungan, Bidang Aks€sibi1itas,

Bidang Hukum Dan Perlindungan Sosial, Serta Bidang

Politik.

Pa6al 7

Bidang Mental Spirituat sebagaimana dimaksud dalam

pasal 6 diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan

rohani sesuai d€ngan agama dan koyakinannya masing-

masing, antara lain:

a. bimbingan meng€mbangkan potensi mental spiritual .

b. pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan

aks€sibiiitas bagi l,anjut u8ia

Pasal 8

Bidang Kesehatan s€bagaimana dimaksud dalam pasal 6

diselenggarakan melalui peningkatkan derajat kesehatan

dan kemampuan trarjut usia agar koodisi fr8ik, mental,

dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar, antara lain:

a. menggerakkan dan memberdayakan masyaral@t

untuk hidup sehat;

b. meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan

kesehatan yang berkualitas;

c. meningkatkan pembiayaan kesehatan bagi lansia;

d. mengembangkan puskesmas santun lansia.

e. penyuiuhan dan penyeballuasan informaei kesehataJr

lanjut usia dan;

f. memberikan keringan8n biaya kesehatan lajtjut usia

yang tidak mampu.

It't



Pasal 9

(1) Bidalg P6mberdayaan dan Ekonomi eebagaimana

dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan melalui

kebiiakan pemberian kcEeEpatan kerja bagi lanjut

usia potensial dimaksudkan memberi peluang untuk

mendayagunakan pcngctahuan, keahlian,

kemampuan, keterampiLan, dan pengalaman yang

dimilikinya, yang dilalsanakal pada sektor formal

dan non formal, melalui perseorangan'

kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah

maupun masyarakat.

(2) Pclayanan kcsempatan kerja bagi lanjut usia pot€nsial

dalam sektor formal dilaksanaksn melalui kebilakan

pemberian kes€mpatsn k6!ja bagi lanjut u6ia

potensial oleh Dunia usaha yang seluas-luasnya yang

memenuhi persyaratan jabatan darl kualifikasi

pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai

dengan bakat, minat, dar kemampuannya, dengan

memperhatikan faktor:

- kondisi ftsik;

- keterampilan dan/atau keahlian;

- pcndidikan;

- formasi yang tersedia;

- bidang usaha; dan

- fakor lain.

(3) Pelayarla.Tl kes€mpatan keia bagi lanjut uEia potensia.l

dalam sektor non formal dilaksanakaa melalui

kebijakan menumbuhkan kesempatan usaha bagi

l,anjut usia potensial yang mempunyai keterampilan

dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri

atau melalui kelompok usslra bersama. Dunia usaha

dan Basyarakat berperan 6erta secala aktif dalam

menumbuhkan kesempatan usaha bagi lanjut usia

potensial.
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(4) Lanjut UEia potenEial yang mempunyai k€tcrampilan

dan/atau keahlian untuk melalrukan usaha sendiri

atau melalui kelompok usaha bersama dapat

diberikan bantuan sosial.

Pasal 10

Bidarrg Pcndidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6

adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian,

keterampilan, kemampuan, dan pcngalaEan lanjut u8ia

potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dan

dilalsanakan oleh lembaga p€ndidikan dan pelatihan,

baik yang diselenggarakan Pemerintah maupun

masyarakat.

Pa6al 1 I

Bidang Aksesibilitas sebagaimana dinaksud dalam

pasal 6 adalah Pelayanan Untuk Mendapatkan

Kemudahan Dalam Penggunaan Fa8ilitas, Sarana,

dan Prasarana Umum.

Pemerintah dan masyarakat memberikan kemudahan

dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada lanjut

usia untuk:

a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan

sarana angkutan umum;

b. akomodasi;

c. pembayaran pajak; dan

d. pembelian tiket masuk tempat relceasi.

Ketentuan mengenai pemberian kemudahan daiam

pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana

dimalsud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh OPD-

oPD terkait, baik secara sendiri-sendiri maupun

b€r6ama-6ama sesuai dengan bidang tugasnya

masing-masing dengan memperhatikan ketentuan

PeraturaJr-Peraturan yang b€rlaku.

(1)

(2)

.3

(3)

,\i'



(s)

(4) Pemerintah dan masyarakat memberikan kemudahan

dalam melakukan perjalanan kepada lanjut usia

untuk:

a. penyediaan tempat duduk khusus

b. penyediaan loket khusus;

c. penyedia,an kartu wisata khusus;

d. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk

mendahulukan lanjut usia.

Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam

pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh OPD-

oPD terkait, baik secara sendiri-sendiri maupun

bersama-sama sesuai dengaa bidang tugasnya

masing-masing dengan memperhatikan ketentuan

Peraturan-Peraturan yang berlaku.

Pemerintah dan masyarakat menyediakal fasilitas

rekreasi dan olah raga khusus kepada lanjut usia

dalam bentul(:

a. penyediaan tempat duduk khusus di tempat

rekreasi;

b. penyediaan alat bantu lanjut usia di tempat

rekreasi;

c. pemanfaatan taman-taman untuk olah raga;

d. penyelenggaraal wisata lanjut usia; dan

e. penyediaan tempat kebugaran.

(7) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam

pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut oleh OPD-

OPD terkait, baik secara sendiri-sendiri maupun

bersama-sama sesuai dengan bidang tugasnya

masing-masing dengan memperhatjkan ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan yang berl,aku'

(6)
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Pasal 24

Penycdiaan akscaibilitaa bagi lanjut uaia pada sarana dan

praaaratra umum dapet berbcntuh

& fi8ik; dan/atau
b. non fisik-

Pa8al 25

(1) Penycdiaan akscsibilitaa yang berbentuk fiaik

scbagaimana dirnqlcsud dqle'n Pasal 24 huruf a,

dilakeanakan pada ssrena dan prasarana umum yang

mcliputi:

a, akscsibilita8 pada bangunsn uEurn;

b. akacsibilitas pada jalan uoum;
e, sk$sibilitas pads Frtsroanan dan t€Epat rslraasi;

dsn

d. ak8 sibifita8 pada angkutan umue.
(21 Penyediaan akse8ibilitas yang bcrbcntuk non fisit

scbegaimana dimak8ud d.la"n P.Bal 24 huruf b

meliputi:

a. p€trayaran inforEaaii dan

b. pclayanan khusus.

Pasel 26

A,ks€rib, itns pnds bangrilrur

dima*sud dalam Pasal 25 ayat (U

dgn8nn menyedin&nn:

a. akgcg ke, dari, dan dafam bangunan;

b, tiluin Can lift ktrusus trntu* bruuunnn bcrtiruknt;
c. t mpat parLir dan tcmpet naik hrrun pcnumpang;

C, teslpat CuCuk khueur;
e. pcgangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi

d8n toil€ti
f. tempat telepon;

umum scbrSnimnna

hr:ruf a, dilsltranalrnrr

I

I
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g.

h.

tsmpat minum; dan

tanda-tanda perin8atan darurat atau sinyal.

P*gel 27

Ak*ribiliter Paah jrhr
dafam Pasal 25 ayat (f)

a,eryediskst:
a- akscg kc dan dari jalan umua;

h. akrer lcp tempet pemberhBatinn bh/kendf,mn&

c. jcrnbatanPenyebcrangm;

d' jelur penyeberengrm bngi Pejshn hki;
c. trmpat parkir dan naik turun Penumpang;

f. teBp*t p€mbertr€$ti8n l&trdsrnsn uoum;

g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau markaj'la't;

h. trotpsr bagi pejalnn ke*i/pemrkei kurgi rod$ drn

i. trmwonganPenYebcrangan.

Pasnl 2E

Akse8ibilite8 pede perismsn3n dsn temPat rekenri

s.bagaimana diY''eL.ud dctam Pasal 25 q'at (1) hurut c,

diLksrrt ksn denSrm merwdinlcn:

a. akeas ke, dari, dan di dalam pertaraanan dan tcBpat

reLrBesi;

b. tcmpat Parkir dsn tcmpat naik h:nm Pcnumpa[g;

umu,m *begnimnne Cinnkrud

huruf b, '{il'k"nakaq dengan

c.

d.

e,

f.

s,

teopst duduk lihusuo/i$irshat;

tempat telcpon;

t€mprt minum;

to cq darr

talda-taDda atsu sinyal.

:
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Pasal 29

Aks6eibilitas pada angkutan urnum aebagaimana

dimaksud dalam Pasd 25 ayat (U huruf d, dilaksanakan

dangan merr5redia.kaa;

a, tangga neiL/turun;

b. tsopt duduk khueua yang aman dan nysman;

c. alat bantu; dan

d. tanda-tanda atau Einyal.

Pa8al 30

Ptalayanan informasi sGbagqimana .ri'nnLFud dela"rl Paaal

25 ryat (2) huruf a, dilaksaaalan dalam bcntuk

pcaycdiaan den pcnyGbarluasan inforaa6i yang

menya[gkut segala bentuk pelayanan yang discdiakan

bagi la4iut usia"

Pa6d 31

PGlayanan khuaus ssbagaimana dimsksud dalam Pasaf

25 ryat (2) huruf b, dilckecnat'rr dqlaln lsnhrk;

a. p€n Bdiaan tanda-tanda khuaus, burlyi dan gambar

pada tempet-tempat khusus lnng discdiakan pada

aatiap earana dan prasarana poEbanBman/fasilitag

umum;

b. pcnyrdiaan m€dia massa 6.bagai 3umb3r infornlasi

dsn sarana komunikasi antar lanjut usia.

PaBaI 32

Bidang Layanan Hukum dan Perlindungan Sosial

sobagaimana dimaksud dalqm Pasd 6 adalah

diselenggarakan melalui:

a. penyuluhan dan konsultasl hukuo; den

b. layanan dan bannran hukun di luar

dalam peneadilan.

i

dan/atau di
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Bagian ftd€laPan

Fembcrian Ferlindungan Sosial

Pasd 33

(11 Pamberisn p€rlindungan ssaial dirnek.i'dL"i utltuk

membcrikan bagi laudut usia tidsk

potrtrBial agar depat mcs'qiudkFq tataf hiduP yang

wajar.

(2) Pcrlfudungan soeial acbegaimana dinakeud rralarn

ayat (1) dilaksanakan mclalui pemcliharaan taraf

k c6jaht raan Eo8ial yang di€cknggatakan baik di
drle"rr maupun di hrar panti.

(3) I^arljut usia tidak pobnsial tGrlantar yang mrningg9l

dunia dirncltcrrrlon s6auEi d6nggn qS.nanya dan

mcnjadi tang$mg javab FcEGrintah dan/atau

mesyarakat.

Begtan 143ot6;*
Bantuan So3isl

Paset 34

(U Bentuan sosid diberi&en Lepc& ledut uris poteorisl

yang tidak mampu agar lonjut usia daPet

meningk tL.n ter3f kerejnhterarnnya.

(2) Banfiran sosial scbagaimena dimakaud dalam ayat (1|

b€rrifst tidelE tet p, berbentuL mnt€rhl, finflnsinl,

fastlitas pclayanan dan informasi gma m€ndoronS

tumbuhnyn kernnndirign,

P.rd 35

Pembcrisn brntunn rorirl Mqiucn untuk:

a. mcmenuhi kebutuhan hidup lsnjut usia Potcnsial
yrng ti&k mrrnPu;

r-

t'
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b. mcngembanglan usaha dalam rangka meningkatkan

pendapatan dan kcmandiian;

c. mcndapatkan ksmudahsn dalam mempemleh

kesempatan berusaha.

Pasai 36

Pcmbcrian bsntuafl sosial dilakukan d€ngan

mempcrhatikan keal ian, ketcrampilan, bakat' minat'

dan kemampuan lanjut u8ia PoGn8ial yang tidak 'ntYnfu

scrta tujuen pemberian bantuan EGial sebagaimana

di-Fk.,'d dalam Paaal 35.

Pasal 37

(U PcmbGrian bantuan sosial daPat dib€rikan k6Pada

lanjut usira Potensid yang tidak msJxlPu Pcrorangan

atau kclomPok untuk melakuksn u8aha Eandiri atau

lclompok usaha bcrsama dalam sehor usaha non

formal.

(2) Untuk memperoleh bantuan sosial, tranjut usia

potcnEial yar8 tidak ma'IrPu Pcmrangan atsu

kelompok sebsSaimana dimafsud dalao ayat (1)

harus memenuhi p€r8yaratan yang ditstapkan oleh

Bupati.

Pagal 39

(1) Dalam rangka PGmberian bantuan sosial' Bupati

melakukan pembinasn terhadap lsnjut usia potensial

yang tidak malBPu.

(2) Fembinaan sebagaimana dirn6!3sd dalam ayat (1)

dila]ilkan melalui btnbingan, penyuluhan'

pcndidikan dan latihan keteramPil'an, Pcmbcrian

informasi, dan/atau b€ntuk pembinaan lainnya'

14
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BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasaf 39

P€raturan Bupati ini mulai berlaku peda tangEl

diundangkan.

Agar actiap orang mengetahuinya, acrnerintahkan

pcngunaangan Feraturan Bupati ini dcngan

pcnempatannya dslam B€rita Decrah Kabupatcn Musi

Rawag.

Disshken di Muara Beliti

pada tangat S Agrenlrr 2Ol9

.O

Dirmdangken di Muara Beliti

paaa .gsel € 94lo$brr 2019

SEKRETARIS DAERAH

XABTJPATEN MUSI RAIi/4S

BERITA DAERAH KAtsUPATEN MUSI RA{'AS TAHI,'N 2019 NOMOR.P
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